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Pemohon Pengujian UU KPK Akan Hadirkan Ahli

Jakarta, 12 Februari 2020 — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia (UUD 1945) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon, Rabu (12/2),
pukul 10.00 WIB. Permohonan diregistrasi dengan nomor perkara 62/PUU-XVII/2019 diajukan oleh
perorangan Gregorius Yonathan Deowikaputra berprofesi sebagai pengacara, 70/PUU-XVII/2019 diajukan
oleh civitas akademika Universitas Islam Indonesia (Ull) Yogyakarta, 71/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Zico
Leonard Djagardo Simanjuntak beserta tujuh Pemohon lain yang berprofesi sebagai mahasiswa, 73/PUU-
XVII/2019 oleh mahasiswa bernama Ricki Martin Sidauruk dan Gregorius Agung, 77/PUU-XVI1/2019 oleh
Jovi Andrea Bachtiar dan tiga Pemohon lain yang masing-masing merupakan aktivis antikorupsi,
konsultan hukum, dan advokat, dan 79/PUU-XVI1/2019 oleh DPP Organisasi Perusahaan Penempatan
Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI).

Dalam sidang yang digelar bagi perkara 70, 71, dan 73 pada Senin (2/12/19), para Pemohon
menyampaikan alasan pengajuan permohonan, salah satunya yaitu pandangan bahwa keberadaan
Dewan Pengawas KPK malah melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya, menurut para
Pemohon, kegiatan penyadapan perlu diatur terpisah dari UU KPK sehingga dapat dipertimbangkan
sebagai tata cara yang baku bagi setiap lembaga yang berwenang untuk melaksanakannya. Sementara
itu, dalam permohonan dengan nomor perkara 73/PUU-XVI1/2019 yang diperbaiki, kepada Majelis Hakim
Konstitusi, para Pemohon menyampaikan perhatiannya terhadap proses perekrutan penyelidik KPK. Para
Pemohon berpandangan proses tersebut malah mempersempit kesempatan bagi warga negara oleh
karena kerumitan aturan teknis yang menyertainya.

Pada Senin (3/2), dalam sidang yang digelar Mahkamah terhadap perkara 62, 70, 71, 73, 77, dan 79,
Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mewakili Pemerintah
menyampaikan bahwa apabila mengacu kepada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang
Korupsi atau United Nation Convention Against Corruption pada tahun 2003, penambahan badan dalam
organ pemberantasan korupsi, dalam hal ini yaitu dewan pengawas, secara hukum tidak bertentangan
dengan hukum antikorupsi. Sebaliknya, hal tersebut malah menguatkan ikhtiar pemberantasan korupsi.

Pada kesempatan yang sama, Arteria Dahlan mewakili Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan
keterangan mengenai pandangan para Pemohon terhadap rekrutmen penyelidik KPK. DPR berpandangan
bahwa dalam pelaksanaan penyelidikan, terdapat potensi pelanggaran HAM. Dengan demikian,
pembentuk undang-undang menilai perlu memberikan persyaratan yang lebih spesifik, yaitu memiliki
kompetensi, pengetahuan, dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta pemberantasan tindak
pidana korupsi secara formil dan materiil. (RA)
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